ABSTRAK

Pada saat ini sudah semakin banyak perbuatan pidana yang dilakukan oleh
pejabat negara maupun masyarakat biasa, salah satu perbuatan pidana yang dilakukan
oleh pejabat berwenang adalah Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan
surat berharga milik klien. Tindakan Notaris ini sangat bertentangan dengan sumpah
jabatan yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sesuai yang tertuang
dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP. Maka judul skripsi “Pertanggungjawaban
Pidana Notaris/PPAT Dalam Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga Milik
Klien” melihat apakah faktor-faktor apa yang membuat Notaris/PPAT melakukan
penggelapan dalam jabatannya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana
Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga milik klien.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis,
sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data
secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperolen dengan membandingkan
antara teori yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memperngaruhi
Notaris/PPAT melakukan tindak pidana penggelapan surat berharga milik kliennya
adalah karena faktor intern yang bersumber dari diri notaris itu sendiri dimana masih
rendahnya moral dan goyahnya iman yang dimiliki dimana kehidupan notaris tersebut
yang cenderung konsumtif dan faktor ekstern dimana masih lemahnya pengawasan
yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan pertanggungjawaban
pidana Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga milik klien
tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga untuk sanksi
pidana yang diberikan kembali lagi menggunakan KUHP yang diatur dalam Pasal
374 KUHP. Hanya saja yang membedakan antara tindak pidana penggelapan yang
dilakukan oleh Notaris dengan warga sipil adalah terdapat dalam Pasal 66 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi Notaris/PPAT melakukan tindak pidana penggelapan ada
2 vyaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dan pertanggungjawaban pidana
Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan surat berharga milik klien kembali
kepada KUHP Pasal 374, hanya saja yang membedakan antara Notaris yang
melakukan tindak pidana dengan warga sipil terletak dalam Pasal 66 Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014.
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